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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

 

Dalam era globalisasi perkembangan sektor jasa sekarang ini menjadi 

sangat penting dalam usaha peningkatan suatu kesejahteraan masyarakat. 

Perkembangan sektor jasa tersebut didorong oleh kemajuan pesat dalam bidang 

teknologi. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan menjadi 

sangat penting bagi suatu organisasi publik. Masyarakat sebagai konsumen tidak 

lagi hanya sekedar membeli suatu produk jasa tetapi lebih mengharapkan suatu 

pelayanan yang terjamin dan berkualitas. 

 Pemerintah Indonesia dalam rangka mencapai tujuan perkembangan 

berkelanjutan atau yang dikenal sebagai Suistanable Development Goals (SDG’s) 

terus meningkatkan kinerja terhadap setiap instansi publik agar memberikan 

pelayanan serta administrasi yang adil, efektif, akuntabel, dan inklusif kepada 

seluruh masyarakat. Masyarakat berharap pada pemerintah agar dapat 

terselenggaranya good governance yaitu penyelenggaraan yang efektif, efisien, 

transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Salah satu pilihan strategis untuk 

menerapkan good governance di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan 

pelayanan publik, berhubungan pada salah satu tujuan dari SDG’s pada poin ke-16 

yaitu Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang kuat, yang mana dalam poin 

ini memiliki beberapa target pada masa mendatang seperti secara substansi 

mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk, membangun institusi yang 

akuntabel dan transparan di semua level, memastikan pengambilan keputusan yang 

responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di semua level, serta menjamin 
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akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental sesuai 

dengan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional. Tujuan pada 

poin ke-16 dari SDG’s ini mendesak pemerintah untuk menjadi lebih efektif dan 

bertanggung jawab pada warganya. Penanganan terhadap korupsi dan peningkatan 

akses informasi oleh masyarakat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Tujuan tersebut dapat tercapai pada masa yang akan datang apabila dalam 

pelaksanaan tugas, fungsi, dan pelayanan setiap instansi publik dapat menerapkan 

konsep good governance agar dapat menjalankan fungsi yang optimal. 

Organisasi publik dalam memberikan suatu pelayanan yang baik dituntut 

untuk dapat bertindak dengan cepat dan akurat. Memberikan suatu pelayanan yang 

baik merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi 

publik dalam menjalankan tugasnya. Bagi sebuah organisasi publik, pelayanan 

yang baik dan berkualitas dapat dilihat dari segi efisiensi dan efektivitas kegiatan 

yang dilakukan dengan baik dan sesuai dengan  tujuan. Semakin akurat dan cepat 

pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi publik maka kualitas pelayanan 

dalam organisasi akan semakin baik pula dipandang masyarakat. 

Pelayanan yang dilakukan oleh sebuah organisasi sangat berpengaruh 

kepada pencapaian mutu dan kelancaran dalam kegiatan organisasi secara 

menyeluruh. Pelayanan yang diberikan dari sebuah organisasi tidak hanya sekedar 

memberikan bantuan terhadap kebutuhan pelanggan tetapi juga memberikan 

pelayanan yang baik kepada pelanggan. 

Masyarakarat membutuhkan pelayanan karena untuk memenuhi berbagai 

macam kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, bahkan dapat dikatakan 

bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pelayanan 

publik yang dibutuhkan ada dua jenis yaitu pelayanan publik dalam bidang barang 
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dan pelayanan publik dalam bidang jasa. 

Pada perkembangan era reformasi, banyaknya tuntutan kebutuhan bagi 

masyarakat dimana salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat yaitu kebutuhan 

hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan salah satunya pada pelayanan 

administrasi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah membentuk suatu 

wadah untuk mengurus administrasi bagi masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan perizinan. Layanan perizinan di Indonesia sendiri dikhususkan pada 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Salah 

satunya di kota Palembang mempunyai suatu wadah untuk mengurus administrasi 

pelayanan perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) kota Palembang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan. Peraturan Walikota Palembang Nomor 55 Tahun 2015 tentang 

pelimpahan sebagian kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah unsur pendukung tugas 

walikota dibidang pelayanan perizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh 

Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berbeda. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Palembang merupakan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota 

Palembang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota Palembang melalui Sekretaris Daerah. Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 60 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang. 
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Palembang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, 

fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanaman modal 

dan pelayanan perizinan terpadu secara terintegral, sinkronisasi, simplikasi, 

transparan dan kepastian. 

Pelayanan yang diberikan dari DPMPTSP terdiri dari 99 jenis perizinan dan 

non perizinan yaitu: 

1. Keterangan Rencana Kota 
 

2. Izin Pemanfaatan Rawa 

 

3. Izin Operasional Biro Jasa Reklame 

 

4. Izin Penyelenggaraan Reklame  

 

5. Izin Mendirikan Bangunan Reklame  

 

6. Izin Mendirikan Bangunan 

 

7. Izin Usaha Jasa Konstruksi 

 

8. Izin Pemanfaatan Jalan Kota Utilitas 

 

9. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan  

 

10.  Izin Pembuangan Limbah Cair 

 

11. Izin Lingkungan 

 

12. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  

13. Izin Usaha Industri 
 

14. Izin Usaha Perdagangan 

 

15. Tanda Daftar Gudang 

16. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba  

17. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin usaha Toko Modern 

 

18. Izin Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Tempat-Tempat 
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tertentu 

19. Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

 

20. Izin Operasional Panti Pijat Urut Modern  

 

21. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing 

 

22. Izin Lembaga Pelatihan Kerja  

 

23. Rekomendasi untuk Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpanan Lokal 

 

24. Rekomendasi Izin Pembangunan Pelabuhan Danau 

 

25. Rekomendasi Izin Pembangunan Pelabuhan 

 

26. Rekomendasi Izin Pengoperasian Pelabuhan 

 

27. Rekomendasi Izin Salvage dan Pengerjaan Bawah Air 

 

28. Rekomendasi Pengelolaan Terminal Khusus untuk Kepentingan Sendiri 

 

29. Rekomendasi Izin Penggunaan Perairan Pelabuhan 

 

30. Rekomendasi Pemakaian Badan Jalan 

 

31. Izin Penyimpanan Kendaraan /Pool 

 

32. Izin Insidentil 

 

33. Izin Dispensasi 
 

34. Izin Penyelenggaraan Angkutan/ Izin Trayek 

 

35. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam 
 

36. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam 

 

37. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan 

Pinjam 

38. Izin Operasional Pendidikan Non Formal 

39. Izin Operasioanal Pendidikan Swasta 

 

40. Izin Praktik Mandiri Dokter Hewan 

 

41. Izin Praktik Dokter Hewan Kuda 
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42. Izin Praktik Paramedik Hewan 

 

43. Izin Praktik Inseminator 

 

44. Izin Praktik di Pusat Kesehatan Hewan  

 

45. Izin usaha Peralatan Ternak 

 

46. Izin Klinik Hewan 

 

47. Izin Rumah Sakit Hewan 

 

48. Izin Ambulatori 

 

49. Izin Mendirikan Usaha Rumah Potong Hewan 

 

50. Izin usaha Tempat Hewan Kesayangan (PoultryShop, Grooming, Kennel 

Cattery) 

 

51. Izin Usaha DEPO atau Pet Shop/ Izin Usaha Toko Obat Hewan 

 

52. Izin Usaha Peternakan (Sapi, Kambing, Domba, Ayam, dan Itik) 

 

53. Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan (Produsen/Importir Eksportir/ 

Distributor) 

 

54. Izin Usaha Distributor/ Produsen Pakan 

 

55. Rekomendasi Penerapan Persyaratan Pencegahan Kebakaran Pada Rencana 

Pembangunan Gedung 

56. Izin Penyelenggaraan Optikal 

 

57. Izin Penyelenggaraan Apotik 

 

58. Izin Penyelenggaraan Toko Obat 

 

59. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Balai Pengobatan (Klinik) 

 

60. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Bersalin 

 

61. Izin Penyelanggaraan Praktek Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis 

 

62. Izin Apoteker 

 

63. Izin Tenaga Teknis Kefarmasian 

 

64. Izin Praktik Bidan 
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65. Izin Praktik Keperawatan 

 

66. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut 

 

67. Izin Kerja dan Praktik Fisioterapi 

 

68. Izin Kerja dan Praktik Terapis Wicara 

 

69. Izin Kerja dan Praktik Okupasi Terapis 

 

70. Izin Kerja Radiografer 

 

71. Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris 

 

72. Izin Kerja dan Praktik Gizi 

 

73. Izin Praktik Analis Kesehatan  

 

74. Izin Kerja Kesehatan Lingkungan (Sanitarian) 

 

75. Izin Praktik Penata Anastesi 

 

76. Izin Kerja Perekam Medis 

 

77. Izin Praktik Elektromedis 

 

78. Izin Tukang Gigi 

 

79. Izin Praktik Psikolog Klinis 

 

80. Izin Toko Alat Kesehatan  

 

81. Keterangan Hygienis dan Sanitasi 

 

82. Izin Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga  

 

83. Izin Mendirikan Rumah Sakit 

 

84. Izin Operasional Rumah Sakit 

 

85. Izin Operasional Rumah Sakit Rumah Sakit, Rumah Sakit Type-C 

86. Izin Operasional Rumah Sakit Rumah Sakit, Rumah Sakit Type-D 

87. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional  

 

88. Izin Operasional Laboratorium Klinik Pratama 

 

89. Izin Operasional Radiologi 
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90. Izin Operasional Klinik Heamodialisa 

 

91. Izin Operasional Klinik Kecantikan 

 

92. Izin Panti Sehat 

 

93. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional  

 

94. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi  

 

95. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis 

 

96. Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis 

 

97. Izin Penelitian 

 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Palembang (DPMPTSP) mempunyai inovasi baru seperti layanan PEMPEK 

ADAAN (Pengen Ambek Perizinan, Kito Ado Layanan Antar), layanan BOLU 

KOJO (Boleh Tanya Langsung Dengan Komunikasi Jaringan Online) dan 

DPMPTSP Kota Palembang menerapkan validasi Surat Tanda Registrasi (STR) 

dokter dan dokter gigi secara online. Adapun pada izin praktek dokter sudah 

banyak para dokter yang sudah mendaftarkan diri dan mendapatkan STR sebagai 

bukti tertulis atau dokumen hukum bagi dokter. Berikut data yang dikeluarkan oleh 

DPM-PTSP yang berisikan jumlah pembuatan surat izin praktek dokter tahun 2017-

2019: 

Tabel 1. Data Layanan Surat Izin Praktek Dokter DPM-PTSP Kota 

Palembang Tahun 2017 sampai 2019 

 
Jenis Surat Izin Praktek Dokter 

Tahun 2017-2019 

Baru Perpanjang 

Dokter Umum 1522 489 

Dokter Gigi 297 116 

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data layanan yang dikeluarkan DPM-

PTSP 2017-2019 

 
Berdasarkan tabel 1, dari tahun 2017-2019 surat izin praktek dokter 
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terbanyak yaitu praktek dokter umum. Pada praktek dokter umum yang baru terdiri 

dari 1522 orang dan yang diperpanjang terdapat 489 orang. Kemudian pada 

praktek dokter gigi yang baru terdiri atas 297 orang dan yang diperpanjang yaitu 

116 orang. 

Pada tahun 2019, DPMPTSP Kota Palembang telah menciptakan inovasi 

baru yaitu dengan menerapkan validasi Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan 

dokter gigi secara online dalam rangka percepatan pelayanan perizinan. 

Sehubungan dengan validasi STR dokter dan dokter gigi secara online, DPMPTSP 

Kota Palembang juga membuka layanan perizinan online di bidang kesehatan 

dalam rangka percepatan pelayanan publik. Pelayanan secara elektronik adalah 

metode pelayanan dimana masyarakat tanpa harus datang ke kantor pelayanan 

namun dapat melakukan permohonan pelayanan secara online dengan penerapan e-

government masyarakat akan mudah menghemat waktu serta biaya. DPMPTSP 

Kota Palembang menjadi kota pertama di Indonesia menerapkan Validasi Surat 

Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi Secara Online dalam perizinan 

praktik dokter. STR merupakan salah satu persyaratan dari izin praktek bagi 

dokter. 

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Penanaman Modal dam 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang menjadi Kota Pertama yang 

mewujudkan Integrasi Data (Web Service) bekerja sama dengan Konsil Kedokteran 

Indonesia (KKI). KKI bertugas melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, 

mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi dan melakukan 

pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan 

bersama lembaga terkait dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. 

Dengan adanya integrasi data perizinan praktik dokter dan dokter gigi ini akan 
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memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Palembang karena DPMPTSP Kota 

Palembang telah membuka layanan perizinan online untuk sektor sumber daya 

manusia di bidang kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, bidan radiografer, 

penyehat tradisional maupun kesehatan lainnya. Tentunya hal ini diawali dengan 

ditandatanganinya perjanjian kerjasama pemanfaatan data STR dan Izin Praktik 

Dokter dan Dokter Gigi antara Pemerintah Kota Palembang dan Konsil Kedokteran 

Indonesia. Perizinan praktik dokter dan dokter gigi secara online ini telah disahkan 

dan sudah tertulis di MOU Perjanjian Kerja Sama Antara Sekretaris Daerah 

Pemerintah Daerah Kota Palembang dengan Sekretaris Konsil Kedokteran 

Indonesia dengan Nomor: 20/SPJ/DPMPTSP/2019 (UM.02.05/03/3263/2019) 

tentang Pemanfaatan Data dan Informasi Dalam Rangka Percepatan Pelayanan Izin 

Praktik Dokter dan Dokter Gigi. Berikut adalah gambaran alur data terintegrasi: 

 
Gambar 1. Alur Data Terintegrasi 

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Palembang 
 

Validasi STR dokter dan dokter gigi secara online untuk perizinan praktek 

dokter yang diciptakan oleh DPMPTSP Kota Palembang ini bertujuan untuk 

memberikan kemudahan validasi untuk keakuratan data STR dan izin praktek 

dokter dalam pengurusan perizinan secara cepat, tepat, transparan dan aman tanpa 

Koneksi ke 

KKI 

Pemohon 
No STR 

(Valid/tidak) 

Form Data terisi otomatis 

sesuai dengan data yang 

ditarik dari server data KKI 

Input Web 

Form 

Akses Web Layanan 

(http://mpp.palembang. 

go.id) 

http://mpp.palembang/
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perlu menahan STR yang bersangkutan. Dengan perizinan praktik dokter dan 

dokter gigi secara online ini pemohon tidak perlu untuk tatap muka dengan 

pegawai dan karena adanya integrasi data perizinan dokter dan dokter gigi ini akan 

mempercepat waktu pelayanan. KKI saat ini sudah terintegrasi dengan Ikatan 

Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).  

Surat Tanda Registrasi (STR) merupakan bukti tertulis/dokumen hukum 

bagi dokter bahwa dokter tersebut telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi 

persyaratan yang telah ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). 

Kemudian setelah STR sudah keluar, dokter tersebut secara hukum sudah diakui 

oleh negara sebagai dokter yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan 

tindakan kedokteran/praktek kedokteran. 

Teknik pelaksanaan Validasi Data STR Dokter dan Dokter Gigi dalam 

pengurusan perizinan praktik dokter, salah satunya dengan melakukan proses 

pengurusan perizinan melalui website dengan mengisi data pada pendaftaran 

online dan melampirkan STR yang dikeluarkan oleh KKI. Kemudian DPMPTSP 

Kota Palembang akan mengkonfirmasi data berupa nomor STR yang bersangkutan 

melalui database yang sudah terhubung secara online dengan KKI. Jika STR 

tersebut dinyatakan valid oleh KKI maka akan diproses untuk ditandatangani 

secara digital oleh Kepala DPMPTSP Kota Palembang, Bapak. Dr. H. Akhmad 

Mustain, S.STP., M.Si, izin tersebut akan pihak DPMPTSP berikan via email 

kepada pemohon yang bersangkutan. Berikut adalah mekanisme web pada saat 

pengintegrasian data: 
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Gambar 2. Mekanisme Integrasi Data Perizinan Praktik Dokter dan Dokter 

Gigi 

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Palembang 

 
 

Berikut adalah data yang dikeluarkan oleh DPM-PTSP yang berisikan 

jumlah pembuatan surat izin praktek dokter tahun 2020 yang sudah berjalan secara 

online: 

Tabel 2. Data Layanan Surat Izin Praktek Dokter DPM-PTSP Kota    

Palembang Tahun 2020 (online) 

Bulan Dokter Umum Dokter Gigi Jumlah Surat yang 

Masuk 

Baru Perpanjang Baru Perpanjang Baru Perpanjang 

Januari 67 7 12 6 79 13 

Februari 79 8 13 7 92 15 

Maret 89 6 12 2 101 8 

April 45 2 5 5 50 7 

Mei 23 4 2 1 25 5 

Juni 43 1 1 - 44 1 

Juli 36 3 9 6 45 9 

Agustus 40 3 14 1 54 4 

September 86 23 12 2 98 25 

Oktober 55 19 2 2 57 21 

November 80 9 5 2 85 11 

Desember 6 - - - 6 - 

Total     736 119 

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data layanan yang dikeluarkan DPM-

PTSP tahun 2020 

 

Berdasarkan tabel 2, jumlah surat yang masuk dari dokter umum dan dokter 

gigi yang baru berjumlah 736 orang. Jumlah surat yang masuk dari dokter umum 

dan dokter gigi yang perpanjang berjumlah 119 orang. 

Dari jumlah surat yang masuk, masih ada yang mengalami penolakan 

Pemohon Portal 

Layanan 

Aplikasi 

SIPPERI 

KKI 

Tim 

Teknis 



27 
 

 

 

berkas karena kesalahan pada saat memasukkan data untuk mengesahkan STR. 

Berikut adalah jumlah data layanan yang mengalami penolakan karena kesalahan 

pada saat menginput data: 

Tabel 3. Data Layanan yang Mengalami Kesalahan Berkas 

Bulan Data yang Masuk Kesalahan Berkas 

Januari 79 71 

Februari 92 82 

Maret 101 92 

April 50 45 

Mei 25 22 

Juni 44 39 

Juli 45 40 

Agustus 54 48 

September 98 90 

Oktober 57 51 

November 85 77 

Desember 6 5 

Total 736 662 

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Palembang 

 

Berdasarkan tabel 3, jumlah data yang masuk yaitu 736 orang sedangkan 

jumlah yang mengalami kesalahan pada saat menginput data yaitu 662 orang. 

Artinya hampir 90% pemohon yang mengalami kesalahan pada saat menginput 

data. 

Dalam penerapannya, integrasi data perizinan dokter dan dokter gigi secara 

online masih memiliki kendala yaitu masyarakat masih belum sepenuhnya 

memahami prosedur secara online dan belum membiasakan diri mendapatkan 

pelayanan secara online tanpa tatap muka.  

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menganggap penting untuk 

melakukan penelitian atas permasalahan ini, dan penulis akan membahasnya 

melalui Skripsi ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Integrasi Data Perizinan 

Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Palembang?”. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi pembahasan dan masalah di latar belakang diatas, 

maka dari itu permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: 

1. Bagaimana Kinerja Implementasi Kebijakan Integrasi Data Perizinan Praktik 

Dokter dan Dokter Gigi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Palembang? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Integrasi 

Data Perizinan Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini: 

a. Untuk mengetahui Kinerja Implementasi Kebijakan Integrasi Data Perizinan 

Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Palembang. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi 

Kebijakan Integrasi Data Perizinan Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang. 

 

D. Manfaat Penelitian 
 

a. Manfaat Teoritis 

 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan kepada pengembangan lmu Administrasi Publik mengenai kinerja 

implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi 

Kebijakan Integrasi Data Perizinan Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang. 
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b. Manfaat Praktis 

 

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada 

pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Palembang, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada. 
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